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Abstract

In supporting the advancement of the world of
art and literature, the protection of economic rights in
adaptation works is very important. This is because the
forms of adaptation works are increasingly diverse and must
continue to prioritize the economic rights of the creator
or copyright holder. The purpose of writing is to avoid
copyright infringement in the adaptation of works and to
know about the regulation and protection of economic
rights in the adaptation of works in Indonesia. The form of
research used in this paper is a form of normative research,
because it examines various written positive laws and
writings on Copyright. From the results of the research, the
adaptation of the work is a legally protected work. However,
in order to avoid violations of economic rights in adapting
the work, it is necessary to ask permission from the creator
or copyright holder and transfer rights in the form of a
sale or license. If in the end there was a dispute, it can be
resolved through the courts or outside the court while still
prioritizing mediation.
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Abstrak

Dalam menunjang kemajuan dunia seni dan sastra
perlindungan hak ekonomi dalam karya adaptasi menjadi
hal yang sangat penting. Hal ini karena semakin hari bentuk-
bentuk karya adaptasi semakin beragam dan harus tetap
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mengutamakan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang
hak cipta. Tujuan penulisan adalah untuk menghindari
pelanggaran hak cipta dalam adaptasi karya dan mengetahui
mengenai pengaturan dan perlindungan hak ekonomi
dalam adaptasi karya di Indonesia. Bentuk penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah bentuk penelitian
normatif, karena mengkaji berbagai hukum positif tertulis
dan tulisan-tulisan tentang Hak Cipta. Dari hasil penelitian,
adaptasi karya merupakan karya yang dilindungi secara
hukum. Namun agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi
dalam mengadaptasi karya perlu meminta izin kepada
pencipta atau pemegang hak cipta dan pengalihan hak
dalam bentuk jual putus atau lisensi. Jika pada akhirnya
terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan
maupun diluar pengadilan dengan tetap mengutamakan
mediasi.

Kata kunci: Adaptasi, Hak Cipta, Hak Ekonomi

A. Pendahuluan

Dalam proses menuju kemajuan bidang seni dan sastra,
perlindungan secara hukum terhadap pencipta karya sangat penting
didukung semua pihak, hal ini dikarenakan seni dan sastra merupakan
bentuk ekspresi dan ilmu pengetahuan dari penciptanya. Untuk
melindungi hak-hak manusia terkait hak intelektualnya, Hukum Kekayaan
Intelektual menjadi salah satu hukum yang melindungi.! Namun untuk
mendapat perlindungan hak cipta, karya tersebut harus berbentuk
dan berwujud serta dapat dibaca dilihat, didengar ataupun dipakai
secara praktis (expression works) baru lah karya tersebut memperoleh
perlindungan hukum sesuai dengan konsep hukum kekayaan intelektual.?

Pengertian hak cipta sendiri adalah sejenis kepemilikan pribadi

INi Putu Utami Indah Damayanti, AA Sri Indrawati, dan AA Sagung Wiratni
Darmadi. “Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak
Ekonomi Pencipta”, Kertha Semaya: Journal [lmu Hukum, 2015, hlm 3.

2Ni Wayan Pipin Peranika dan I. Nyoman A. Martana. “Perlindungan Karya Fotografi
yang Diunggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal”,
Kertha Semaya: Journal llmu Hukum, 6, (4), 2018, hlm 3.
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atas suatu ciptaan yang berbentuk nyata dari ide pencipta dibidang
seni, sastra dan ilmu pengetahuan.’ Mengenai hubungan kepemilikan
terhadap hak cipta, hukum memegang peran untuk menjaga dan
menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif
hasil karyanya dan hal tersebut harus difasilitasi oleh negara dalam hal
penegakan hukumnya.* Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat
hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta karya untuk melindungi
karyanya. Hak eksklusif merupakan hak khusus atas suatu ciptaan
agar ciptaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain sebelum
memegang izin pencipta. Hak tersebut melekat pada seseorang seperti
halnya hak cipta, akibatnya membuat orang yang ingin menggunakan
ciptaan tersebut berkewajiban melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan. Prinsipnya semua orang berkewajiban untuk tidak membuat
dirugikannya orang lain, disaat bersamaan orang tersebut juga berhak
untuk tidak mengalami kerugian.’

Ditarik jauh ke belakang, kebutuhan tentang perlindungan ciptaan
sudah disadari sejak lama saat diadakannya Berne Convention for the Protection
of Literay an Artistic Works Tahun 1886. Tujuan utama konversi tersebut tidak
lain adalah untuk melindungi hasil ciptaan serta mendorong pertukaran
budaya antar negara tanpa terjadi pelanggaran hak cipta. Konvensi tersebut
menjadi salah satu dasar dari Trade-Related Aspect of Intelectual Property Rights
(TRIPS) yang merupakan perjanjian multilateral yang terlampir dalam
Annex 1C dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
yang memuat tentang ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh
masing-masing negara demi tercapainya sistem hukum kekayaan intelektual.
Salah satu hak yang dirasa perlu dilindungi adalah hak adaptasi terhadap
suatu karya. Kemudian adaptasi menjadi salah satu hak diatur dalam
konvensi Berne pada Pasal 12.

Di Indonesia, adaptasi dikenal juga dengan istilah pengalihwujudkan,
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n memberikan definisi pengalihwujudan
sebagai “suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku
menjadi film”. Dalam proses adaptasi atau pengalihwujudan suatu karya

3Tim Lindsey, et. al, eds., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT
Alumni, 2013 hlm. 96.

*Ibid., hlm. 90.

*Hanafi Amrani, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan
Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta”, Undang: Jurnal Hukum,
1 (2), 2018, him. 350.
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terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin
mengadaptasi seperti harus memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri
dibandingkan dengan karya aslinya. Hal ini karena karya adaptasi dapat
memiliki perlindungan tersendiri tanpa mengurangi hak pencipta asli
suatu karya.

Setelah suatu karya adaptasi mendapat izin dan telah dilakukan
perjanjian pengalihan hak, maka baru dapat diberikan perlindungan
hak cipta dan mendapat beberapa hak yang melekat seperti yang ada
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Selanjutnya disebut UUHC) yang menyatakan “hak eksklusif yang
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Berdasarkan Pasal 8 UUHC
menyatakan bahwa “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.
Selanjutnya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa “pencipta atau
pemegang hak ciptalah yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan
pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian atas
ciptaan”. Dalam hal pihak lain ingin melaksanakan hak ekonomi untuk
mengadaptasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), maka pihak
tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC.

Meski sudah diatur pada UUHC, proses adaptasi suatu karya masih
sering terjadi perdebatan dan sengketa tentang hak ekonomi pencipta.
Kasus yang banyak terjadi tentang siapa pihak yang berhak atas suatu
ciptaan atau siapa yang berhak menggunakan hak ekonominya. Salah
satu kasus tentang adaptasi karya adalah adaptasi Film Benyamin Biang
Kerok pada 2018 dan Film Soekarno pada tahun 2014. Para penggugat
merasa berhak memiliki hak cipta dari film tersebut namun pihak yang
mengadaptasi tidak meminta izin. Meski demikian untuk dianggap
sebagai pelanggaran hak cipta harus adanya unsur kerugian secara
materiel dari pihak terkait atau oleh pihak yang menganggap memiliki hak
ekonomi atas karya tersebut. Adaptasi karya memang memiliki banyak
jenis sehingga pengaturannya masih sering disalahgunakan, seperti buku
menjadi film, buku menjadi pentas seni, newsletter menjadi podcast dan
masih banyak lagi. Proses adaptasi karya lazim dilakukan dengan alasan
untuk mewujudkan bentuk karya lain yang sama atau lebih baik namun
dengan ide atau gagasan yang telah dibuat nyata oleh si pencipta pada
karya sebelumnya.
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Berdasarkan pembahasan diatas, maka kajian ini memiliki
rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan pengadaptasian atau
pengalihwujudan karya dan bagaimana perlindungan hak ekonomi
pada karya adaptasi ditinjau dari Hukum tentang Hak Cipta. Penelitian
terdahulu yang membahas hak ekonomi memiliki perbedaan karena
membahas juga hak moral dan spesifik mengenai naskah film yang
berjudul “Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah
Film”.¢ Selain itu ada juga penelitian terkait hak ekonomi penulis dan
perlindungannya dengan judul “Analisis Hak Ekonomi Penulis dan
Perlindungannya Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28
Tahun 2014”.7 Dihubungkan dengan tulisan sebelumnya perbedaan
atau kebaruannya adalah pada tulisan ini membahas perlindungan dari
hak ekonomi karya adaptasi secara luas, sedangkan karya sebelumnya
membahas satu karya adaptasi spesifik dan dibahas dari sudut hak moral
dan hak ekonomi. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan
ini adalah bentuk penelitian normatif, karena mengkaji berbagai
hukum positif tertulis dan tulisan-tulisan tentang Hak Cipta. Data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan bahan
hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menghindari pelanggaran hak cipta dalam
adaptasi karya dan mengetahui mengenai pengaturan dan perlindungan
hak ekonomi dalam adaptasi karya di Indonesia.

B. Pembahasan

a. Pengaturan Pengadaptasian Karya di Indonesia

1. Pengertian Adaptasi Karya

Menurut Black’s Law Dictionary adaptasi adalah “suatu perbuatan
penggunaan yang mengindikasikan bahwa objek tersebut dibuat
dengan menyesuaikan berdasarkan objek lain dengan beberapa
perubahan”.® Dari pengertian tersebut adaptasi dapat diartikan

®Bismar Siregar, Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

’Yudi Lesmana, Analisis Hak Ekonomi Penulis dan Perlindungannya Menurut
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Tesis Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2016.

8Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, hlm. 34.
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sebagai suatu perbuatan menyesuaikan sesuatu berdasarkan sesuatu
lainnya dengan beberapa perubahan. Jika dihubungkan dengan hak
cipta, adaptasi dapat diartikan perbuatan untuk membuat suatu
ciptaan berdasarkan penyesuaian dengan ciptaan lainnya baik sama
bentuknya maupun berbeda bentuknya,’ yang disertai beberapa
perubahan.

Patrick Faubert melalui sebuah jurnal berjudul Perferct Pictures
Material: Athony Adverse and The Future of Adaptation Theory, menyatakan
bahwa “adaptasi merupakan sebuah bentuk dialog budaya yang selalu
mengalami peningkatan kualitas, sehingga tidak patut jika hanya
dijadikan sebuah perpanjangan tangan atau derma dari keberhasilan
karya sebelumnya.” Julie Sanders, Robert B, Ray dan Linda Hutcheon
mengemukakan hal yang sama dan berpendapat bahwa adaptasi akan
mendapatkan posisi lebih bagus jika diinvestasikan sebagai proyek
budaya dari pada hanya dieksploitasi sama seperti karya sebelumnya.!°

Hak adaptasi adalah salah satu hak dari pencipta atau pemegang
hak cipta selain penerjemahan dari bahasa ke bahasa lain, aransemen
musik, dramatisasi dari non-dramatik, mengubah menjadi cerita
fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya.!! Pada Konvensi Berne
dijelaskan bahwa karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai
hak turunan, yaitu diantaranya hak film, hak dramatisasi, dan hak
penyimpanan dalam media elektronik. Dalam hal ini hak film dan
hak dramatisasi berarti hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah
menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera,
balet, maupun drama musikal."?

Perbuatan pengalihwujudan juga termasuk ke dalam hak
adaptasi, pengalihwujudan berarti mengubah sesuatu ciptaan ke
dalam bentuk karya cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan,
cerita roman menjadi drama, drama menjadi drama radio, dan

“Uw Copyright Connection, “Adaptation Right” https://depts.washington.edu/
uwcopy/Using Copyright/Evaluating Risks/Adaptation.php diakses pada tanggal 12
November 2021 Pukul 18.57 WIB.

0Patrick Faubert “Perferct Pictures Material: Athony Adverse and The Future of
Adaptation Theory”, Oxford Journals Adaptation, 4 (2), 2011, hlm. 182.

1Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori,
dan Praktiknya di Indonesia, cet. Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hIm. 68

2]bid.
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sebagainya.”” Dengan begitu dapat diartikan bahwa perbuatan
mengalihwujudkan merupakan salah satu bentuk dari hak untuk
mengadaptasi. Tidak hanya di Indonesia, Amerika Serikat juga
mengenal adaptasi ciptaan atau disebut Derivative Works yang berasal
dari berbagai pengalihwujudan karya. Di Amerika Serikat konsep
pengalihwujudan tidak hanya mengenal perubahan bentuk tetapi juga
berbagai tindakan lain yang dianggap karya Derivative. Suatu karya
harus melalui proses mengubah (mentransformasi), mengadaptasi,
atau memodifikasi karya yang ada Agar dapat memenuhi syarat
sebagai pengalihwujudan.'

2. Beberapa Bentuk-Bentuk Karya Adaptasi

Salah satu bentuk paling umum dalam adaptasi karya adalah
novel menjadi film. Penulis novel memiliki hak cipta atas novelnya
yang secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas karyanya
termasuk untuk mengambil keuntungan ekonomi atas penggunaan
karya tersebut oleh dirinya sendiri atau pihak lain. Pasal 9 UUHC
menjamin bahwa penulis atau pemegang hak cipta memiliki hak
ekonomi untuk beberapa hal salah satunya adalah pengalihwujudan
atau pentransformasian karya.

Berdasarkan hal tersebut, jika ada yang mengalihwujudkan
sebuah novel menjadi film tanpa izin dari penulis hal tersebut jelas
bertentangan dengan hukum. Hal ini diatur pada Pasal 9 ayat (2)
UUHC yang menyatakan “pihak yang melaksanakan hak ekonomi
harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Selain
hak ekonomi, penulis novel juga mendapatkan hak moral. Pasal 5
ayat (2) UUHC, menyatakan bahwa “hak moral tidak dapat dialihkan
selama penulis masih hidup, namun pemanfaatannya dapat dialihkan
dengan wasiat atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan
setelah penulis meninggal dunia.” Ketentuan ini juga berlaku apabila
produser film ingin mengangkat sebuah novel menjadi film, maka
produser film harus mendapatkan izin untuk mengalihkan hak cipta
novel secara terbatas dari penulisnya. Pengalihan tersebut hanya
mengalihkan hak ekonominya saja, tidak termasuk hal moral sang

3Ibid.

E. 1., Hanisa, “Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi
Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat. Kumpulan Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum, 2014, him. 1
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penulis.

Selain dari novel menjadi film, belakang juga tren adaptasi karya
dari newsletter menjadi podcast. Sebenarnya Podcast diperkenalkan
pertama kali pada tahun 2004 oleh Ben Harmmersley dengan
istilah “Podcasting” merujuk pada suatu pengertian dari radio online
atau audio blog."” Beberapa tahun terakhir Podcast sangat populer di
Indonesia dan bentuknya beragam bisa berbentuk audio maupun
berbentuk video. Dalam beberapa kesempatan para pihak yang
berbincang sering mengambil berita aktual sebagai bahan bahasan
dalam suatu podcast. Penggunaan konten newsletter pada podcast juga
termasuk bentuk pengalihwujudan karya karena newsletter merupakan
suatu karya cipta tulis yang dapat menghasilkan sebuah karya turunan
seperti misalnya podcast. Berdasarkan Pasal 43 huruf c UUHC, audio
podcast dan wvideo podcast yang terdapat newsletter, dianggap sebagai
karya cipta yang telah dialihwujudkan dan pengalihwujudan karya
tersebut bukan pelanggaran hak cipta selama memenuhi ketentuan.

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan
pengalihwujudan adalah harus disebutkannya newsletter tersebut
sebagai suatu sumber dalam pemutaran atau penayangan podcast
tersebut. Selanjutnya apabila ada tujuan komersial maka penting
adanya perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta
newsletter. Berkaitan dengan hak ekonomi, sebelum pembuatan
podcast, pihak yang akan membuat podcast harus meminta izin kepada
pencipta atau pemegang hak cipta karya newsletter tersebut, sesuai
yang telah diatur oleh Pasal 9 ayat (2) UUHC. Izin ini penting untuk
dilakukan agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi
bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Pengaturan Adaptasi Karya di Indonesia

Pengaturan bahwa adaptasi merupakan karya cipta yang
dilindungi sudah ada sejak konvensi Berne, dalam Pasal 2 ayat (3)
menyatakan bahwa “Translations, adaptions, arrangement of music and
other alterations of a literary or artisti ork shall be protected as original works
without prejudice to the copyright in the original work.” Dari pasal tersebut
dapat diketahui bahwa hasil terjemahan, adaptasi, aransemen musik,

Nur Rafiza R. dan Irwansyah “Podcast: Potensi dan Pertumbuhannya di Indonesia,
Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11 (1) 2020, hlm. 1.
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dan perubahan-perubahan hasil karya sastra dan artistik dilindungi
selayaknya hasil ciptaan yang bersifat asli tanpa mengurangi hak
cipta dari karya aslinya. Pengaturan tentang perlindungan bagi karya
adaptasi pada konvensi Berne kemudian diatur dalam Pasal 40 ayat
(2) UUHC sebagaimana dalam ketentuannya disebutkan bahwa
“terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan
tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.”

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UUHC tersebut dapat dipahami
bahwa karya adaptasi juga dilindungi secara hukum. Hal ini
memberikan perlindungan secara pasti bagi pihak yang ingin
mengadaptasi karya seseorang. Pada dasarnya karya dibagi menjadi
dua yaitu karya asli dan karya turunan atau derivative. Karya turunan
adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya sudah ada
sebelumnya. Untuk menjadi karya turunan yang dilindungi hak
cipta tentu karya turunan harus memiliki perbedaan dan keunikan
tersendiri dibandingkan dengan karya aslinya. Tentunya implikasi
dari hal tersebut adalah karya yang memiliki sedikit perubahan tidak
dapat dianggap sebagai karya turunan atau adaptasi karya.

Selain itu pada Pasal 40 ayat (3) UUHC diatur bahwa meskipun
suatu ciptaan (termasuk karya adaptasi) belum atau tidak dilakukan
pengumuman namun telah ada wujud nyatanya yang memungkinkan
penggandaan ciptaan tersebut, maka karya tersebut sudah
mendapatkan perlindungan secara hukum. Hal ini sesuai dengan
Konvensi Berne yang mengatur tentang pada saat kapan karya sudah
mulai mendapat perlindungan. Konvensi Berne juga mengatur karya
yang tidak dilindungi hak cipta salah satunya adalah hasil karya yang
belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Aturan tersebut kemudian
juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 41 UUHC mengenai jenis-jenis
hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta.

b. Perlindungan Hak Ekonomi pada Karya Adaptasi Berdasarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Tinjauan tentang Hak Ekonomi Pada Suatu Karya

Membahas hak cipta pasti berhubungan dengan hak eksklusif
yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut
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dimiliki oleh si pencipta karya atau pemegang hak cipta untuk
mengeksploitasikan karya ciptaannya. Pemanfaatan hak eksklusif
dapat dilihat dari diperbanyaknya suatu karya dan dikomersialkan di
pasaran, kemudian pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan
keuntungan materiel dari penjualan tersebut. Sama halnya
dengan pemberian izin kepada pihak lain untuk memproduksi,
memperbanyak, dan menjual hasil perbanyakan ciptaan, hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bukan
semata hanya memberi izin. Jadi sudah sewajarnya pencipta atau
pemegang hak cipta juga memperoleh bagian keuntungan karena
penerima izin mendapatkan keuntungan dari karya tersebut.!

Perlindungan suatu karya terkait pemanfaatan secara ekonomi
pada hukum hak cipta dikenal dengan istilah hak ekonomi (economic
rights). Hak ekonomi merupakan hak yang dipunyai seseorang untuk
mendapatkan keuntungan atas karyanya. Hak ekonomi yang termuat
adalah keuntungan berbentuk materi yang perolehannya karena diri
sendiri ataupun pihak lain berdasarkan lisensi. Selain berisi tentang
izin menggunakan hak cipta klausul dalam perjanjian lisensi hak
cipta juga terdapat perjanjian bagi keuntungan atau biasa disebut
royalti.” Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap hak ekonomi
pada prinsipnya diberikan kepada pemilik hak cipta (Copyright Owner)
dan bukan kepada pencipta sesungguhnya (The Author).® Namun
dalam skenario lain pencipta dan pemilik hak cipta dimungkinkan
dimiliki oleh satu orang atau orang yang sama. Contohnya adalah
penulis yang menerbitkan karyanya sendiri tanpa melalui penerbit,
hal ini mengakibatkan penulis tersebut merupakan pencipta dan
pemilik hak cipta sekaligus.

Hak cipta jelas memiliki kepentingan yang bersifat ekonomi
(Eonomy Rights). Adanya kepentingan bersifat ekonomi merupakan
suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri. Memiliki
makna meskipun bentuknya tidak berwujud, ciptaan-ciptaan yang
merupakan produk olah pikir manusia tetap mempunyai nilai

6Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta,
2010, hlm. 45.

17]bid., hlm. 46.

BAgus Sardjono, Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan, Cetakan pertama, Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 137.
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karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan."
Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta berarti privat atau hak
keperdataan.

Dalam perjalanan pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta karya

terdapat beberapa pemahaman terkait hak ekonomi. Pemahaman
tersebut berlanjut pada setiap Undang-Undang tentang Hak Cipta

yang selalu memiliki perbedaan dari terminologinya, jenis hak,

ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Meskipun

demikian setiap negara mengenal dan mengatur tentang hak ekonomi
meliputi:*°

L.

Hak reproduksi atau penggandaan (Reproduction right) adalah hak
pencipta untuk menggandakan ciptaannya. Hak ini merupakan
penjabaran dari hak ekonomi dari si pencipta.

Hak adaptasi (Adaptation Right) adalah hak untuk mengadakan
adaptasi, yang dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke
bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik,
mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau
sebaliknya;

Hak Distribusi (Distribution Right) adalah hak yang dimiliki
pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil
ciptaannya;

Hak Pertunjukan (Public Performance Right) adalah hak yang
dimiliki pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya, yang
karyanya dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan;

Hak Penyiaran (Broadcasting Right) adalah hak untuk menyiarkan
bentuknya, berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan
tanpa kabel;

Hak Programa Kabel (Cablecasting Right) adalah hak yang hampir
sama dengan penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui
kabel;

Droit de suite adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan dan
merupakan hak tambahan;

Hak Pinjam masyarakat (Public Landing Right) adalah hak yang

19S.M. Hutagalung Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan,

Jakarta: Akademika Pressindo, 2002, hm. 336.

2Djumhana, Hak Mlik Intelektual, hIm. 67.
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dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan,
atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang
diciptakannya sering dipinjam masyarakat dari perpustakaan
milik pemerintah.

Hak adaptasi yang termasuk ke dalam hak ekonomi memang diatur
secara universal oleh berbagai negara karena sangat lazim digunakan
dalam berbagai jenis karya. Tujuan pihak yang mengadaptasi karya juga
berbagai macam meski yang paling utama dan diatur secara hukum
adalah tujuan ekonomi. Secara dasar suatu karya memang tidak dapat
dilepaskan dari unsur ekonomi atau profit karena setiap penciptaan karya
berasal dari jerih payah penciptanya yang kemudian hal tersebut harus
ada kompensasinya. Secara prinsip menciptakan suatu karya memang
terdapat kepuasan, namun hal ini tentu tidak akan “menghidupkan”
karya-karya pencipta kedepannya, untuk itulah materi hadir untuk
menghidupkan karya-karya berikutnya.

2. Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tidak mendefinisikan secara gamblang terkait pelanggaran hak cipta,
namun pelanggaran hak cipta dapat diketahui dari Pasal 1 angka 25
UUHC yang menyatakan:

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada
pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/
atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara
perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang
diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran hak
cipta yang diatur hanya terkait hak ekonomi dari pencipta itu sendiri.

Lebih lanjut untuk menganggap suatu perbuatan sebagai
pelanggaran hak cipta, jika perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif
dari pencipta atau pemegang cipta.’!’ Menurut Penjelasan Pasal 4
UUHC hak eksklusif merupakan “hak yang hanya diperuntukkan bagi

ADirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
Rl, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-
undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, Tahun 2006, Tangerang: Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual - EC Asian Intellectual Property Rights Co-operation Program,
2006, hlm. 18.
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pencipta, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan kecuali sudah

mendapatkan izin.” Sedangkan pemegang hak cipta yang bukan pencipta

hanya memiliki hak ekonomi. Oleh karena itu pelanggaran hak cipta
dapat berupa pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi dan juga
pelanggaran dibidang administrasi.

Hak ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual
dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian
atau perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan.?? Dalam Pasal
9 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta
memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;

2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya:

Pasal 1 angka 12 UUHC memberikan definisi sebagai “penggandaan
adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan
ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk
apapun, secara permanen atau sementara.”

3. Penerjemahan ciptaan;

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
Menurut Penjelasan Pasal 40 UUHC, adaptasi adalah
“mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain, seperti buku
menjadi film. Contoh lainnya adalah buku menjadi pentas seni.”

5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

Menurut Pasal 1 angka 17 UUHC pendistribusian adalah “penjualan,
pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak
terkait”.

6. Pertunjukan ciptaan;

Pasal 1 angka 6 UUHC memberikan definisi pelaku pertunjukan
adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.”

7. Pengumuman ciptaan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUHC, pengumuman adalah
“pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan
alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan
dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar,

2Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual, Bandung;: Citra
Aditya Bakti, 2001, hlm. 19.
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atau dilihat orang lain.”
8. Komunikasi ciptaan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 16, menyatakan “komunikasi kepada

publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian

suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau
media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik,
termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar
dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.”

9. Penyewaan ciptaan.

Dari ketentuan tentang hak ekonomi yang dapat dilakukan,

didapatkan jenis perbuatan yang melanggar hak cipta terhadap

hak ekonomi sesuai dengan Pasal 113 UUHC sebagai berikut:*

a. Menggandakan ciptaan orang lain dalam bentuk apapun tanpa

izin; b. Penerjemahan dan memperbanyak suatu karya tanpa izin; c.

Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian karya

tanpa izin; d. Melakukan pertunjukkan karya orang lain tanpa izin;

e. Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin; f.

Menyewa karya orang lain lalu menggandakannya tanpa izin. Jadi

sudah jelas pengadaptasian suatu karya tanpa izin dari pencipta atau

pemegang hak cipta melanggar Hukum Hak Cipta.

Berbeda dengan pengertian pelanggaran hak cipta yang dijelaskan
secara implisit, UU Hak Cipta mendefinisikan secara jelas terkait
pengecualian pelanggaran hak cipta, Pasal 43 UU Hak Cipta menyatakan
perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau
Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundangundangan,
pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan
tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan;

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber

ZUndang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 113.
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sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan
secara lengkap; atau

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial
dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau
Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan
dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret
Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil
Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara,
pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,
dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dari pengecualian diatas dapat dilihat bahwa terdapat adaptasi
yang tidak melanggar hak cipta yaitu pengambilan berita aktual yang
berasal dari kantor berita namun sumbernya harus disebutkan secara
lengkap. Ketentuan-ketentuan tentang adaptasi tersebut memang harus
disadari oleh semua pihak yang ingin mengadaptasi suatu karya agar tidak
terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan hak cipta mempunyai
sifat perlindungan secara otomatis atau deklaratif. Ketika suatu karya
diumumkan ke publik, otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta.
Perlindungan secara otomatis pada hak cipta ini didasari pada Konvensi
Berne yang mengatur bahwa mendaftarkan suatu ciptaan tidak menjadi
kewajiban yang mutlak harus dilakukan, tetapi hanya bersifat fakultatif.?.

3. Pengalihan Hak Ekonomi Karya Adaptasi

Agar suatu karya adaptasi dapat dianggap sebagai karya yang
dilindungi dan bukan termasuk pelanggaran hak cipta, perlu dilakukan
beberapa hal dalam proses adaptasi karya. Pengalihan hak ekonomi
pencipta atau pemegang hak cipta ke pihak pengadaptasi dapat melalui
berbagai cara seperti yang diatur di Pasal 16 ayat (2) UUHC, bisa
dengan perjanjian jual putus (sold flat), pengalihan tanpa batas waktu,
atau pemberian lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian. Pasal 18
UUHC memberikan pengertian jual putus sebagai “perjanjian yang

#Supasti, N. K. “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia
Generasi Kedua”, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (3), 2014, hlm. 525.
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mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran
lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut
beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik
dikenal dengan istilah sold flat.” Sedangkan untuk lisensi dalam Pasal
1 angka 20 UUHC diartikan sebagai “izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait
dengan syarat tertentu.”

Selanjutnya diatur pada Pasal 18 UUHC bahwa “jaminan kepada
pemegang hak cipta yang melakukan pengalihan hak cipta karya dengan
cara jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak cipta tersebut
akan beralih kembali kepada penulis ketika telah mencapai 25 tahun.”
Maksud dari peraturan ini adalah untuk melindungi pemegang hak
cipta agar karyanya tidak dieksploitasi secara terus menerus. Sedangkan
untuk lisensi jangka waktunya tidak boleh melebihi masa berlaku hak
cipta dan hak terkait, hal tersebut diatur pada Pasal 80 ayat (2) UUHC.
Tidak kalah penting pada pasal selanjutnya yakni Pasal 80 ayat (3) dan (4)
UUHC mewajibkan penerima lisensi untuk memberikan royalti, kecuali
diperjanjikan lain, yang besarannya dibebaskan kepada kesepakatan
antara pemegang dan penerima lisensi.

4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Karya Adaptasi

Pada praktiknya meskipun telah diatur tentang adaptasi karya pada
Undang-Undang Hak Cipta sering kali masih ditemukan pelanggaran hak
ekonomi dalam karya adaptasi. Oleh karena itu pencipta atau pemegang
hak cipta harus melaporkan pelanggaran tersebut agar dapat diproses baik
di pengadilan maupun tanpa melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 95
UUHC ayat (1) UUHC, “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan
melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Untuk pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga”.

Penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi tidak diatur lebih
lanjut dalam UUHC karena tidak terdapat aturan yang jelas tentang
mekanismenya. Untuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan,
pada Pasal 95 ayat (4) UUHC menyatakan bahwa penyelesaian secara
pidana merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh atau ultimum
remedium. Upaya pertama yang dilakukan bila terjadi pelanggaran hak
cipta adalah mediasi, proses mediasi merupakan langkah hukum yang
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wajib ditempuh setiap pihak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UUHC.
Hukuman yang dijatuhkan jika terbukti bersalah di pengadilan adalah
ganti rugi untuk gugatan secara perdata dan pidana penjara atau denda
bila sudah termasuk pidana.

Terkait jenis deliknya, pelanggaran hak cipta merupakan delik
aduan murni, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 120 UUHC “Tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan
delik aduan”. Dengan kata lain harus ada orang yang melapor dahulu
dengan permintaan untuk melakukan tuntutan terhadap orang atau
pihak tertentu agar tindak pidana dapat dilakukan penuntutan.?

Penutup

Perlindungan hak ekonomi pada karya adaptasi sejatinya sudah
diatur sejak lama dan telah diatur secara universal oleh berbagai negara
melalui konvensi-konvensi dan perjanjian multilateral. Di Indonesia
peraturan terkait hak ekonomi juga sudah ada sejak lama dan salah
satunya mengatur tentang pengalihwujudan atau adaptasi karya. Dalam
proses adaptasi karya tentu harus mengikuti berbagai ketentuan agar tidak
melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karya tersebut.
Salah satunya adalah dengan meminta izin, melakukan perjanjian atau
lisensi. Dengan ketentuan yang telah ada, karya adaptasi sangat dilindungi
jika dilihat dari ketentuan Pasal 40 UUHC yang menyatakan bahwa
adaptasi karya adalah karya yang dilindungi sebagai karya tersendiri.
Selain itu jika pada akhirnya terdapat sengketa tentang hak cipta yang
saja terkait karya adaptasi UUHC memberikan perlindungan melalui
penyelesaian secara alternatif dan pengadilan. Namun dalam penyelesaian
ini yang diutamakan adalah proses mediasi kedua belah pihak terlebih
dahulu. Dengan demikian dari pembahasan diatas saran yang dapat
diberikan adalah perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung
kreativitas para seniman. Upaya itu berupa penindakan yang tegas
terhadap karya adaptasi tanpa izin, pemanfaatan hak ekonomi pencipta
atau pemegang hak cipta tanpa perjanjian dan pembayaran royalti serta
pengawasan pada berbagai platform untuk menghindari bentuk-bentuk
adaptasi yang tidak memiliki izin dan keunikan tersendiri dari karya
aslinya.

“Hanafi Amrani, “Urgensi Perubahan Delik Biasa”, hlm. 348.
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